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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rasa syukur patutlah pada kesempatan ini kami
curahkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat, Hidayah, dan
Inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Buku dengan judul “Institusi
Keuangan Non Bank & Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”. Buku ini
merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap Keuangan Non
Bank & Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Pada dasarnya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan
dengan masalah harta dan benda. Secara naluriah manusia mempunyai
sifat cinta terhadap harta benda. Kecenderungan naluri terhadap harta
benda yang berlebihan dalam mencintai kedua hal tersebut kadang-
kadang menjadikan manusia lupa diri, misalnya bagaimana cara
mendapatkan harta benda tersebut. Agama Islam telah mengatur dengan
sangat detail berkenaan dengan harta benda. Islam pun membenci orang-
orang yang menghalalkan segala cara dalam memperolehnya sehingga
menimbulkan persengketaan.

Persengketaan biasanya terjadi disebabkan oleh tidak terpenuhinya
antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, sehingga muncul
ketidakpuasan yang akhirnya berujung pada persengketaan. Sistem
ekonomi merupakan sesuatu sistem yang sangat dekat dengan manusia.
Melalui sistem ekonomi, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Secara istilah ekonomi diartikan sebagai kegiatan atau aktivitas yang
meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi yang bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Sedangkan yang dimaksud sistem ekonomi itu adalah satu kesatuan
atau rangkaian ekonomi yang digunakan oleh suatu negara untuk
mengatur dan mengalokasikan sumber dayanya, barang dan jasa yang
dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut.
Maka sistem perekonomian dapat berbeda dari satu negara dengan
negara lain. Setiap melakukan aktivitas ekonomi, manusia sebagai bagian
dari sistem utama itu memerlukan suatu aturan atau kaidah yang dapat
mengatur dan membatasi tiap tingkah laku dan pola dari sistem ekonomi



yang diterapkan itu. Sistem perekonomian di Indonesia disusun dengan
tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selain ekonomi
Pancasila, Indonesia juga mengenal penerapan ekonomi syariah.

Ekonomi syariah di Indonesia sangat berkembang pesat sehingga
Indonesia memiliki peluang untuk menjadi leader dalam perekonomian
syariah dunia. Hal ini karena Indonesia telah memiliki modal yakni sebagai
negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Produk- produk yang
dihasilkan dari perkembangan ekonomi syariah juga sangat banyak dan
kerja sama vyang diciptakan pun cukup memiliki prospek dalam
perekonomian. Namun demikian, dengan banyaknya produk ekonomi
syariah dan kerja sama yang diciptakan mendorong adanya sengketa
perekonomian syariah yang tidak dapat dihindarkan. Oleh sebab itu
dibutuhkan pengaturan atau lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa
perekonomian syariah ini. Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi
syariah dapat ditempuh melalui dua cara yakni penyelesaian dengan cara
tradisi atau ketentuan islam dan berdasarkan hukum positif Indonesia.

Sistem penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sebenarnya dapat kita
lihat dari kejadian sehari-hari di masyarakat Arab pada masa Rasulullah
SAW. Ajaran ini diambil dari kasus-kasus yang terjadi dan ditauladani
sampai hari ini. Industri keuangan syariah di Indonesia saat ini memiliki
potensi untuk terus bertumbuh dan memiliki manfaat yang besar bagi
perekonomian. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang berbasis syariah
pun menjadi satu pilar kekuatan di industri keuangan syariah, yang
perkembangannya diharapkan bisa ikut menumbuh kembangkan
perekonomian syariah di Indonesia. Institusi/lembaga keuangan adalah
lembaga yang berfungsi dalam mengelola keuangan yang dihimpun dari
masyarakat dan didistribusikan kembali kepada masyarakat yaitu dari unit
surplus kepada unit defisit, dalam hal ini lembaga keuangan berperan
sebagai financial intermediaries.

Oleh karena itu Kehadiran buku ini tentunya dapat diselesaikan karena
kontribusi dan bantuan dari semua pihak, oleh karena itu pada
kesempatan ini penyusun menghaturkan penghargaan dan ucapan terima
kasih kepada semua pihak yang sudah banyak memberikan kontribusi
dalam proses penyusunan buku ini.



Sebagai insan yang penuh kekurangan dan kekhilafan, tentunya Buku
ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari
semua pihak sangat kami harapkan. Akhirnya kami berharap semoga
kehadiran buku ini bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Februari, 2023

Penulis
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BAB 1

PASAR MODAL (BJB SEKURITAS KOTA BANDUNG)

A. PASAR MODAL
1. Latar Belakang

Ada beberapa instrumen dalam berinvestasi di mana masyarakat lebih
mengenal berupa emas atau properti. Namun, tidak banyak yang
mengetahui tentang pilihan investasi melalui pasar modal.

Dengan memilih berinvestasi menggunakan capital market atau pasar
modal ini, tidak hanya memberi peluang kepada masyarakat untuk
mendapatkan keuntungan. Namun juga berperan aktif dalam
meningkatkan kondisi perekonomian dalam negeri.

Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan
penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang
berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi
yang berkaitan dengan efek.

Sementara menurut Bruce Lliyd, pasar modal bertindak sebagai
penghubung antara para investor dengan perusahaan maupun instansi
pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang
seperti obligasi, saham, dan lainnya.

2. Definisi Pasar Modal

Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan
dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang
berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi
yang berkaitan dengan Efek.

3. Sejarah Pasar Modal

Menurut buku "Effectengids" yang dikeluarkan Vereniging voor den
Effectenhandel pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak

2 | Institusi Keuangan Non Bank & Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
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BAB 2

KOPERASI SIMPAN PINJAM KPRI-KOPEDAS
(KOPERASI DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG)

A. KOPERASI
1. Latar Belakang

Ekonomi merupakan salah satu bagian pital dalam kemajuan dan
perkembangan suatu negara. Apalagi negara dengan penduduk yang
padat seperti Indonesia, maka pemerintahnya harus mengerahkan segala
cara agar perekonomian merata sampai ke pelosok Indonesia. Namun
pada faktanya selalu saja ada lapisan-lapisan masyarakat yang tertinggal
atau tidak terjangkau tangan-tangan pemerintah. Disinilah biasanya peran
pemerintah akan disorot habis-habisan.

Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani kesulitan
ekonomi, salah satunya dengan didirikannya lembaga koperasi simpan
pinjam. Tidak semua lembaga koperasi simpan pinjam ini dinaungi oleh
Kementerian Agama Indonesia, tapi ada juga koperasi simpan pinjam
swasta yang didirikan secara mandiri oleh masyarakat atau hasil kerja
sama dengan perusahaan-perusahaan tertentu. Namun, dalam
Kementerian Agama sendiri terdapat beberapa koperasi yang dinaungi,
diantaranya seperti KPRI-Kopedas, KIPAS (koperasi yang didirikan oleh
para guru), KOGATAS (Koperasi Guru Tanjung Sari), dan KOGATS (Koperasi
Guru Cikeruh).! Dalam hal ini, fokus penulis dalam penyusunan analisa dan
penelaahan ini adalah pada Koperasi Pemerintah Republik Indonesia
Pegawai Departemen Agama Kabupaten Sumedang (KPRI-Kopedas).

! Priliandani Intan, dkk. PENGARUH UKURAN KOPERASI, JENIS KOPERASI
SERTA PENGALAMAN KEPENGURUSAN MANAJEMEN TERHADAP KUALITAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA KOPERASI DI KABUPATEN TABANAN, Vol. 3,
No. 1, tahun 2018, hal. 152-154.
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Undang-undang Republik Indonesia No. 25, Tahun 1992 tentang
Perkoperasian, BAB IIl Pasal 4.
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BAB 3

ASURANSI (PT. ASURANSI CENTRAL
ASIA CABANG KARAWANG)

A. INSTITUSI KEUANGAN NON BANK (IKNB)

Pengertian lembaga keuangan bukan bank atau sering juga digunakan
istilah lembaga keuangan non bank adalah semua badan yang melakukan
kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung
menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga
dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi
perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat.
Lembaga keuangan non bank ini berkembang sejak tahun 1972, dengan
tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu
permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Lembaga keuangan
bukan bank yang dapat memberikan pelayanan memberikan jasa dalam
bidang keuangan cukup banyak jenisnya.

Adapun jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang ada di
Indonesia saat ini antara lain
a. Perusahaan Asuransi merupakan perusahaan yang bergerak dalam

usaha pertanggungan.

b. Dana Pensiun, merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola
dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja

c. Koperasi Simpan Pinjam yaitu menghimpun dana dari anggotanya
kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota
koperasi dan masyarakat umum

d. Pasar Modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan
transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal, dengan
instrumen utama saham dan obligasi

e. Perusahaan Anjak Piutang, merupakan vyang usahanya adalah
mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara
mengambil kredit bermasalah.

30 | Institusi Keuangan Non Bank & Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
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BAB 4

PEGADAIAN (GADAI MULIA)

A. PEGADAIAN
1. Pengertian IKNB

Institusi Keuangan Non Bank (IKNB) adalah sebuah lembaga keuangan
yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa menghimpun dana
dan menyalurkan dana ke masyarakat untuk kegiatan investasi
perusahaan serta menerbitkan surat berharga®. IKNB ini didirikan pada
tahun1972 menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan No 38 /MK
/IV/1972. Tujuan |IKNB ini didirikan adalah untuk mendorong
perkembangan pasar modal agar penyaluran dananya lebih efisien
sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

IKNB ini terdapat beberapa jenis yakni:
1) Pasar Modal
2) Koperasi Simpan Pinjam
3) Perusahaan Asuransi
4) Pegadaian
5) Perusahaan Modal Ventura
6) Perusahaan Anjak Piutang
7) Perusahaan Sewa Guna Usaha atau Leasing
8) Financial Technology
9) Perusahaan Dana Pensiun
10) Pasar Uang

Salah satu fungsi didirikannya IKNB ini adalah sebagai perantara
mencari tenaga ahli dan nasihat profesional, dalam hal ini IKNB ini akan
membantu nasabah dalam mencari tenaga ahli untuk mengelola keuangan

4 Ardila, D. (2018). Analisis Peranan Lembaga Keuangan Terhadap
Perkembangan Ekonomi Di Indonesia. UMSU REPOSITORY.
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BAB 5

LEASING (LEASING ADIRA FINANCE)

A. LEASING
1. Pengertian IKNB

Lembaga keuangan Non Bank merupakan lembaga keuangan yang
lebih banyak jenisnya dari Lembaga Keuangan Bank. Masing-masing
lembaga keuangan Non Bank mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri.
Lembaga keuangan Non Bank secara operasional dibina dan diawasi oleh
departemen keuangan yang dijalankan oleh Bapepam LK. Sedangkan
pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah
dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI &,

Industri Keuangan Non-Bank atau lebih dikenal IKNB merupakan
lembaga keuangan non-bank yang berfungsi untuk menyalurkan dana.
Bidang usaha ini bergerak dalam bidang keuangan yang menghimpun dana
dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat
untuk kegiatan Produktif®. Berdasarkan ruang lingkup IKNB sendiri terdiri
dari lembaga pembiayaan seperti Asuransi, Pasar Modal, Leasing,
Pegadaian dan lembaga keuangan lainnya. Ruang lingkup IKNB sendiri
mencakup lembaga-lembaga seperti Leasing (Perusahaan Sewa Guna
Usaha), Pegadaian, Koperasi, Dana Pensiun, Factoring (Anjak Piutang),
Modal Ventura, Asuransi, Micro Finance, Lembaga Penjamin Kredit,
Financial Market, Pasar Modal, Reksadana dan Valuta Asing.. Sedangkan
Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah sebagaimana IKNB
konvensional yakni lembaga yang menjalankan usahanya berkaitan
dengan aktivitas industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan

8 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana,
2009), him. 45
° Abdullah, T. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Modul 1. Tangerang.
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BAB 6

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI
SYARIAH MELALUI PENGADILAN AGAMA

A. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
1. Latar Belakang

Sengketa ekonomi Syariah dapat diselesaikan dengan jalur hukum
(pengadilan) atau jalur non hukum (arbitrase). Perkara ekonomi syariah
yang mempunyai kewenangan bukan lagi Peradilan Agama umum
melainkan Pengadilan Agama.

Hampir sama dengan proses penyelesaian perkara-perkara lain di
Peradilan Agama, dalam menyelesaikan sengketa (perkara) ekonomi
syariah, terlebih dahulu sebelumnya juga harus diperiksa syarat
administrasi apakah sudah terpenuhi atau belum. Syarat-syarat
administrasi tersebut antara lain berkas perkara yang sudah lengkap dan
sesuai aturan, serta panjar biaya sudah dibayar, majelis hakim sudah
ditetapkan dalam bentuk PMH (Penetapan Majelis Hakim), dan panitera
sidang sudah ditunjuk secara resmi. (Fathurrohman, 2019)

Calon penggugat ketika membayar panjar biaya perkaranya, ia pergi
menuju kasir dengan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar
(selanjutnya disebut SKUM) dan membayarnya sesuai dengan vyang
terdapat dalam SKUM tersebut sekaligus menyerahkan surat gugatannya.
Selanjutnya kasir selain menerima uang panjar biaya, mencatatnya dalam
jurnal biaya, menandatangani, dan menyerahkan SKUM dan surat gugatan
kepada calon penggugat serta menyerahkan panjar biaya itu ke bendahara
perkara.

Secara sistemik, pemeriksaan perkara di Peradilan Agama
dilaksanakan melalui beberapa tahapan berikut ini, antara lain berupa:

1) Pertama, Upaya Perdamaian. Selain dari majelis hakim, inisiatif upaya
perdamaian ini tidak tertutup kemungkinan berasal dari penggugat
atau tergugat, dan pemohon atau termohon. Ketika proses ini
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BAB 7

KENDALA PENGADILAN AGAMA DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS SYARIAH

A. KENDALA PENGADILAN AGAMA DAN SENGKETA BISNIS
1. Latar Belakang

Salah satu penggerak terbesar dalam suatu negara terhadap
perekonomian ialah melalui perdagangan. Suatu negara akan mengalami
kemajuan yang baik apabila di dalamnya terdapat aktivitas perdagangan
vang baik dan berkelanjutan sehingga akan berdampak terhadap
kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, apabila aktivitas perdagangan atau
bisnis dalam suatu negara tersebut lambat atau tidak berkelanjutan maka
hal tersebut akan mempengaruhi sebagian besar perekonomian
masyarakat.

Beberapa tahun ke belakang ini, perkembangan bisnis syari‘ah
maupun keuangan syari'ah dan ekonomi syari'ah lainnya tengah
mengalami perkembangan yang signifikan. Pemerintah telah menetapkan
berbagai peraturan perundang-undangan maupun kebijakan lainnya
sebagai suatu bentuk dukungan terhadap perkembangan ekonomi dan
keuangan syari'ah yang ada di Indonesia. Meningkatnya jumlah lembaga
keuangan ekonomi syari'ah merupakan dampak dari hal tersebut. Dimana
lembaga keuangan ekonomi syari'ah ini mengelola berbagai macam
transaksi bisnis syari'ah seperti asuransi syari'ah, perbankan syari'ah, pasar
modal syari'ah, dan Baitul Maal wat Tamwil. Namun, di sisi lain
perkembangan hukum untuk menopang perkembangan bisnis atau
ekonomi syari'ah tersebut masih belum memadai, Padahal salah satu
persyaratan dalam pembangunan sistem ekonomi terletak pada reformasi
sistem tersebut.’? Dari beberapa literatur menyampaikan bahwa antara

2 Mardani, Penyelesaian Sengketa Bisns Syariah, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.
22, No. 2, 2010
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BAB 8

KONTRAK PEMBIAYAAN MUDARABAH SEBAGAI
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DEBITUR
WANPRESTASI (ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR
272/K/AG/2015 TENTANG PEMBIAYAAN
MUDARABAH)

A. PEMBIAYAAN MUDARABAH
1. Latar Belakang

Pembebanan jaminan dalam kontrak pembiayaan muddarabah
dimaksudkan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan
mudarib untuk menanggung pembayaran kembali modal yang diberikan.
Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan
syariah, jaminan yang dimaksud adalah jaminan tambahan, baik berupa
benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh
pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/ atau UUS, guna menjamin
pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.?! Hal yang sama juga
diintroduksi pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang
Perbankan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan
nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah32.

Uraian mengenai hukum jaminan yang bermuara dari ketentuan
umum pasal 1 ayat (26) dan pasal 23 ayat (1) dan (2), memberikan suatu
konklusi bahwa pada dasarnya dalam hubungan pemberian pembiayaan
perbankan syariah terutama pembiayaan muddrabah senantiasa ada

31 “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”
(2008)
32 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan” (1998)
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BAB 9

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
MELALUI MEDIASI PADA TINGKAT
HUKUM BANDING DAN KASASI

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang
bertugas memutus perkara perdata tertentu di antara umat Islam
Indonesia. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
(UUD 1945) menyatakan bahwa peradilan agama merupakan salah satu
lembaga kepolisian. Kekuasaan di Indonesia, serta lingkungan hukum
lainnya di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan UU Peradilan No. 48
Tahun 2009, tugas dan tanggung jawab pembinaan, pengorganisasian,
pengelolaan dan pembiayaan semua bidang hukum, termasuk peradilan
agama, dialihkan dari pemerintah ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu,
pengadilan agama memiliki tugas dan yurisdiksi untuk menyelesaikan
sengketa keuangan terkait syariah.%®

Belum terdapat rumusan yang komprehensif tentang hukum acara
ekonomi syariah di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena keberadaan
hukum ekonomi syariah masih terbilang baru di Indonesia. Secara yuridis
formal, hukum ekonomi syariah baru diatur melalui Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES) yang ditetapkan pada tanggal 10 September 2008. Idealnya, hukum
acara itu mengabdi kepada hukum materil, setiap perkembangan dalam
hukum materiil itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum
acaranya. Berdasarkan hal tersebut, lahirlah Peraturan Mahkamah Agung

%8 Yunita Ani, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada
Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta” 28, no. 2 (2021),
https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art10.
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BAB 10

PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT WANPRESTASI
DALAM BISNIS SYARIAH DAN KONVENSIONAL

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu
sama lain, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti melakukan
kegiatan berbisnis. Dalam melakukan kegiatan bisnis, terdapat aturan-
aturan yang sesuai dengan ajaran agama islam. Oleh karena itu dalam
berbisnis memiliki tujuan utama yakni mencari ridho Allah SWT melalui
aktivitas duniawi. Kegiatan memenuhi kebutuhan hidup ini merupakan
kecenderungan alamiah dalam diri manusia untuk hidup dalam
kenyamanan secara material.

Bisnis Islami pada hakikatnya selalu memegang asas keadilan dan
keseimbangan. Selain itu juga telah di contohkan aplikasi nilai-nilai Islam
dalam mengelola bisnis oleh Nabi Muhammad SAW agar berhasil baik di
dunia maupun di akhirat. Nilai-nilai bisnis Islam telah menjadi tren dalam
mengendalikan tujuan dan harapan ekonomi dalam jangka panjang.
Dengan mengedepankan kejujuran, kepercayaan, keadilan, professional
dan komunikasi yang baik, maka muncul spirit moral dalam bisnis sehingga
melahirkan bisnis atau usaha yang diberkahi.

Seiring berkembangnya ilmu-ilmu kemakmuran indrawi, begitu pula
masalah bisnis, dan jumlahnya bertambah setiap hari. Oleh karena itu,
agar manusia dapat terus menjalankan usahanya di tengah persaingan
yang semakin ketat, maka dituntut untuk semakin kompetitif seiring
dengan perputaran roda bisnis. Selain itu pebisnis dapat menyediakan apa
yang ingin dibeli dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam lembaga bisnis syariah terdapat lembaga keuangan syariah
yang merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya
dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Lembaga Keuangan Syariah
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NON BANK & sevoicera
EKONOMI SYARIAH

Pada dasarnya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang
berkaitan dengan masalah harta dan benda. Secara naluriah manusia
mempunyai sifat cinta terhadap harta benda. Kecenderungan naluri
terhadap harta benda yang berlebihan dalam mencintai kedua hal
tersebut kadang-kadang menjadikan manusia lupa diri, misalnya
bagaimana cara mendapatkan harta benda tersebut. Agama Islam
telah mengatur dengan sangat detail berkenaan dengan harta benda.
Islam pun membenci orang-orang yang menghalalkan segala cara
dalam memperolehnya sehingga menimbulkan persengketaan.
Persengketaan biasanya disebabkan oleh tidak terpenuhinya antara
hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, sehingga muncul
ketidakpuasan yang akhirnya berujung pada persengketaan. Sistem
penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sebenarnya dapat kita lihat
dari kejadian sehari-hari di masyarakat Arab pada masa Rasulullah
SAW. Ajaran ini diambil dari kasus-kasus yang terjadi dan ditauladani
sampai hari ini. Industri keuangan syariah di Indonesia saat ini memiliki
potensi untuk terus bertumbuh dan memiliki manfaat yang besar bagi
perekonomian. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang berbasis
syariah pun menjadi satu pilar kekuatan di industri keuangan syariah,
yvang perkembangannya diharapkan bisa ikut menumbuhkembangkan
perekonomian syariah di Indonesia. Institusi/lembaga keuangan
adalah lembaga yang berfungsi dalam mengelola keuangan yang
dihnimpun dari masyarakat dan di distribusikan kembali kepada
masyarakat yaitu dari unit surplus kepada unit defisit, dalam hal ini
lembaga keuangan berperan sebagai financial intermediaries.
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